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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI./

KEPALA BAPPENAS

KEruTUSAN

MENIERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGT'NAN NASIONAL

NOMOR:KEP. 219 /M/YYN/O8/2OO1
TENTANG

PERI.JBAHAN KEPUTUSAN MINTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGI.'NAN

NASIONAL/KEPAI.A. BADAN FERENCANAAN PEMBANGI,JNAN NASIONAL

NOMOR KEP. OO6/M.PPN/O1 /2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT

PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PXNGI{IAN

DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN

PADA PROYEK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)

KEMENTERIAN NEGARA PXRENCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2OO5

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi eselon I dan

pergantian pejabal eselon I Kementerian NeSara Petencanaan

Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk

kelancaran pengelolaan dan pe:natausahaan prografi pada satuan Keria

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan

Menteri Negara Perenc anaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.O0 6 / M}PN / 01 / zOOs

tentang PenSangkatan Pejabat Penandatangan DIPP, Pejabat Kuasa

Pengguna Angg arun, Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran (Penerbit

SPM), Bendahara Pengeluaran An1garan Pada Proyek Pengembangan

Ekonomi I-okal (PEL) Kementerian Negara Perenc anaan Pembangrtnan

Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahrln Anggaran

200s;

7. Undang-undang Nomor 77 Tahrn 2OO3 tentang KeuanSan Negara;

2. lJndang-utdang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentanS Perbendaharazn

Negara;
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3. lJndang-rtndang Nomor 36 Tahtn 2OO4 tentang AnSSaran Pendapatzn

dan Belanja NegaraTahun 2OO5;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 20OZ tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggatan Pendapatan dan Belanja Negata sebagalmana

telah diabah beberupa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

72Tahun2OO4

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2OO3 tentanS Pedoman

Pengadaan Barung/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah dltbah

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2OO4;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 20OS tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian NeSara

Republik Indonesia;

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2OO1 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

kmbaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa

kali dir.;}rah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun

2005;

8. Keputusan Presiden Nomor 187lM tanggal 20 Oktober Tahun 2004

yatlg menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersait dan

Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;

9. Keputusan Presiden Nomor I37lM Tahun 2005 yang menetapkan

pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Petencanaan

Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI MGARA PERINCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

'IENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI MGARA PERENCANAAN

PEMBANGTJNAN NASIONAL/KEPAI-A BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. OO6/M.YPN/OI/2OO5

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT

KI]ASA PENGGI]NA ANGGARAN, PEJABAT PENGUIAN DAN PERINTAH

PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN

PADA PROYEK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAI (PEt) KEMTNTf,RIAN

NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHI.]N ANGGARAN 2005.

PERTAMA...

Menetapkan :
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PERTAMA

KEDUA

KETIGA

: Merubah spesimen tanda tangan dan paraf Sekretaris Menteri Negara

PPN/Sekretaris Utama Baprynas sebagai Pejabat Penandatangan DIPP

xbagaimana tercantum dalam lampftan II Keputusan Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor KEP. 006/M.PPN/01 /2005.

: Spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam I'ampiran

Keputusan ini merupakan tanda pengesahan dengan ketentuan bahwa

tanda tangan refia paruf tidak sah apablla idak sesuai dengan yang

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan denSan ketentu an apablla

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan

perubahan dan perbalkan xbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2005

/larNreru NIEcARA rERENCANAAN pEMBANGUNAN NASIoN L,/

I -roro*u- 
'ERENCANAAN 'EMBANGUNANNA'I.NAL,--v

DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan Keputusan ini disamoaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriks a Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan KeuanSan dan Pembangunan
3. Direktur Jen deral Anggaran dan Perimbangan KeuanSan
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharuan Negara Jakarta III
5. Inspektur Utama
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana
7. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum
8. Yang be rsangkutan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MXNTERI NEGARA PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 219IM.PPN /08/2005
TANGGAL 12 AGUSTUS 2OO5

SPECIMXN TANDA TANGAN DAN PARAF

PEJABAT PENANDATANGAN DIPP

PROYEK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)

KEMENTTRIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGI-]NAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2OO5

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Ir. Syahrial loetan, MCP

Sekretaris Menteri Negara PPN/

Sekretaris Utama BappP-nas
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'Nal1ia Ta*daTang.an '.Paral


